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ABSTRAK 

 

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan 

menurut aturan yang sudah ada. Perdagangan satwa yang dilindungi 

menjadi suatu ancaman yang serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi 

di indonesia. Di Daerah Istimewa Yogyakarta marak terjadi kasus Jual 

Beli Satwa yang dilindungi banyak dijual di pasar-pasar dan melalui media 

sosial juga. Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 

mempunyai peran yang penting dalam mengungkap tindak pidana jual beli 

satwa yang dilindungi tersebut. Berangkat dari latar belakang tersebut, 

penulis mempertanyakan bagaimana upaya dari Kepolisian Ditreskrimsus 

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam Yogyakarta mengungkap dan memberantas kasus 

tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Penelitian ini menganalisis tentang Upaya yang dilakukan oleh 

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap dan 

memberantas kasus tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi dalam 

kurun waktu tahun 2020-2023 melalui sudut pandang teori tindak pidana 

dan penegakan hukum. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan 

(field research) deskriptif analitis dengan pendekatan normatif-empiris 

dengan mengkaji produk perilaku hukum. Sedangkan sumber penelitian 

ini diperoleh dari wawancara lapangan dan literatur yang berkaitan dengan 

objek penelitian. 

Hasil dari penelitian ini memperoleh bahwa Undang-Undang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum dapat 

memenuhi kebutuhan akan upaya pengungkapan dan pemberantasan yang 

dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Sanksi pidana 

yang rendah menimbulkan rendahnya efek jera kepada masyarakat. Perlu 

adanya peningkatan sanksi yang dikenakan kepada para pelaku tindak 

pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Terdapat kesulitan dalam 

menemukan para pelaku kejahatan karena mereka menjual secara online. 

Kendati demikian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil 

mengungkap pelanggar jual beli satwa tersebut dengan diganjar sesuai 

Undang-Undang No 5 Tahun 1990. 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Satwa, Tindak Pidana 
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ABSTRACT 

 

Trading in protected animals is a crime according to applicable 

regulations. The trade in protected animals is a serious threat to the 

preservation of protected animals in Indonesia. In the Special Region of 

Yogyakarta, there are frequent cases of buying and selling of protected 

animals that are sold in markets or through social media. Ditreskrimsus 

Polda DIY has an important role in uncovering the crime of buying and 

selling protected animals. Departing from this background, the author 

questions how the efforts of the Special Region of Yogyakarta Regional 

Police together with the Yogyakarta Natural Resources Conservation 

Center reveal and eradicate criminal cases of buying and selling protected 

animals in accordance with the provisions of Law Number 5 of 1990 

concerning the Conservation of Biological Natural Resources and their 

Ecosystems. 

This study analyzes the efforts made by Polda DIY in uncovering 

and eradicating cases of criminal acts of buying and selling protected 

animals in the 2020-2023 period through the perspective of crime theory 

and law enforcement. This type of research is descriptive analytical field 

research with a normative-empirical approach by examining legal 

behavior products. While the sources of this research were obtained from 

field interviews and literature related to the object of research. 

The results of this study found that the Law on the Conservation of 

Biological Natural Resources and their Ecosystems has not been able to 

meet the disclosure needs and eradication efforts carried out by the Polda 

DIY. Low criminal sanctions create a low deterrent effect on society. 

There needs to be an increase in the sanctions imposed on the perpetrators 

of the crime of trade in protected wild animals. Perpetrators are hard to 

find because they sell online. Nevertheless, the Yogyakarta Regional 

Police succeeded in uncovering the violators of the sale and purchase of 

these animals and were rewarded according to Law No. 5 of 1990. 

 

Keywords: Law Enforcement, Animals, Crime  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak diantara dua 

benua, indonesia juga merupakan kawasan tropis yang strategis dan kaya 

akan keanekaragaman hayatinya. Negara ini terdiri dari 17.500 pulau 

dengan panjang garis pantai seluas 95.181 km, meskipun daratan 

indonesia ini hanya 1,3 % daratan di bumi, akan tetapi keanekaragaman 

Flora dan Fauna yang begitu beragam 10% dari spesies berbunga didunia, 

12% dari spesies mamalia di dunia 16% dari spesies reptil dan amfibi di 

dunia 17% dari spesies burung di dunia dan 25% dari spesies ikan yang 

dikenal manusia1. Namun begitu, indonesia juga memiliki spesies yang 

terancam punah, hal ini didasari dari data BPS (Badan Pusat Statistik) 

dalam rentan waktu 2020-2023 terjadi penambahan spesies yang terancam 

punah di indonesia2 

Berbagai upaya juga dilakukan oleh pemerintah indonesia untuk 

menghindari kepunahan fauna yang terjadi di indonesia, indonesia juga 

memiliki satwa langka dan flora yang harus dilindungi. Sayangnya, 

                                                 
1Sutoyo, “Keanekaragaman Hayati di Indonesia Suatu Tinjauan: Masalah dan Pemecahannya”, 

Buana Sain, Vol 10 No 2 : 101-106 (2010), hlm 102 

2Jumlah Satwa Terancam Punah (Ekor) 2015-2017 

https://www.bps.go.id/indicator/152/1297/1/jumlah-satwa-terancam-punah.htm, Akses 10 

Januari 2017 



2 

 

 

 

menurut Kementrian Lingkungan Hidup akibat kebakaran lahan, hutan dan 

kerusakan alam lainnya membuat flora dan fauna langka di indonesia 

semakin berkurang. Contohnya kebakaran lahan dan hutan di riau yang 

membuat beberapa satwa kehilangan tempat tinggalnya semisal beruang 

madu yang kehilangan rumahnya akibat kebakaran hutan yang terjadi 

disana. Selain di riau, di kalimantan juga mengalami hal serupa yang 

membuat orang utan terancam kepunahannya. Berkurangnya satwa langka 

tidak hanya terjadi di daratan, hal itu juga terjadi di lautan. Misalnya kasus 

ikan pesut yang dilindungi menjadi mati akibat tertangkap oleh jaring 

nelayan, padahal populasi ikan tersebut secara terus menerus berkurang. 

 Jika dilihat dari sumber hukum yang ada, sebenarnya sudah ada 

aturan yang mengatur untuk mengurangi kepunahan dari fauna yang 

dilindungi di indonesia, hal ini  diatur dalam Undang Undang No 5 Tahun 

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).3 Tinggal bagaimana tugas dari pihak yang 

berwenang untuk menumpas kejahatan yang menyebabkan kepunahan dari 

fauna yang dilindungi di indonesia. 

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan yang 

menurut aturan yang sudah ada. Perdagangan satwa yang dilindungi 

menjadi suatu ancaman yang serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi 

di indonesia. Karena pada dasarnya jual beli tersebut akan mendatangkan 

keuntungan yang tinggi dan kecilnya resiko hukum yang akan diperoleh, 

                                                 
3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati  
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maka hal tersebut menjadi salah satu daya tarik yang besar bagi para 

pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Apalagi, lebih dari 95% satwa 

yang dijual di pasar adalah tangkapan murni dari alam, bukan hasil dari 

penangkapan. 

Perdagangan Satwa yang dilindungi ini mendapat perhatian khusus 

dari pemerintah indonesia untuk melindungi Sumber Daya Alam Hayati 

indonesia agar tidak terjadi penyelewengan oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab. Pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-

undangan untuk melindungi satwa yang dilindungi dari segala kejahatan 

yang menimbulkan kepunahan. Hal itu ditandai dengan terbitnya Undang-

undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun sudah ada payung hukum yang 

mengatur hal tersebut, tetapi tindak pidana perdagangan satwa yang 

dilindungi masih saja tetap terjadi. Salah satunya terjadi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Berikut ini beberapa kasus yang terjadi di 

Yogyakarta : 

1. Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Resor kota Yogyakarta 

menangkap seorang berinisial RD, warga semarang, Jawa Tengah atas 

dugaan memperdagangkan satwa yang dilindungi undang-undang 

melalui media sosial. Kepala satreskrim Polresta Yogyakarta Kompol 

Andhyka Donny Hendrawan saat jumpa pers di Gembira Loka Zoo, 

Yogyakarta, Jumat, mengatakan bahwasanya tersangka ditangkap pada 
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tanggal 15 oktober 2021 di semarang setelah melalui pelacakan dari 

akun facebook nya.4 

2. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta 

Mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Direktorat Reserse 

Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah DIY dalam 

rangka penyelamatan satwa dilindungi dan upaya penegakan 

hukumnya. Dari hasil penertiban kepemilikan satwa dilindungi pada 

bulan juni 2021, ditreskrimsus Kepolisian Daerah DIY berhasil 

menangani 2 kasus perniagaan dan kepemilikan satwa yang dilindungi 

di DIY.5 

Dari beberapa kasus diatas, langkah yang sudah dilakukan oleh 

aparat penegak hukum dirasa belum menimbulkan efek jera bagi para 

pelaku, hal ini terbukti dari beberapa kasus yang terjadi hampir bersamaan 

yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu penulis 

berusaha mencari tahu apa saja dan upaya apa yang dilakukan  oleh 

kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap pelaku 

perdagangan satwa yang dilindungi tersebut. 

Dari uraian Latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”UPAYA KEPOLISIAN DAERAH 

                                                 
4 “Polresta Yogyakarta Tangkap Pelaku Jual Beli Satwa Yang dilindungi di Medsos” 

https://www.merdeka.com/peristiwa/polres-yogyakarta-tangkap-pelaku-jual-beli-satwa-

dilindungi-di-medsos.htm, Akses 21 Oktober 2021 
5  “Apresiasi BKSDA Yogyakarta untuk langkah serius Ditreskrimsus Kepolisian Daerah DIY 

Selamatkan Satwa yang Dilindungi” 

https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4163/apresiasi-bksda-yogyakarta-untuk-

langkah-serius-ditreskrimsus-polda-diy-selamatkan-satwa-dilindungi, Akses 2 Juli 2021. 
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DIY DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA JUAL BELI 

SATWA YANG DILINDUNGI DI KEPOLISIAN DAERAH DIY DAN 

BKSDA DIY (Studi Kasus tahun 2020-2023)”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

mengungkap, memberantas pelaku, dan mengurangi kasus pidana jual 

beli satwa yang dilindungi? 

2. Bagaimana upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) 

Provinsi DIY dalam mengungkap, memberantas pelaku, dan 

mengurangi kasus pidana jual beli satwa yang dilindungi? 

3. Apa kendala dan hambatan dalam upaya Kepolisian Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam mengungkap, memberantas pelaku, dan mengurangi 

kasus pidana jual beli satwa yang dilindungi? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah mengungkapkan apa 

yang hendak dicapai oleh peneliti , adapun tujuan penulis dalam 

melakukan penelitian ini adalah: 
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a. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah DIY dalam 

mengungkap, memberantas pelaku, dan mengurangi kasus pidana 

jual beli satwa yang dilindungi. 

b. Untuk mengetahui upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

(BKSDA) Provinsi DIY dalam mengungkap, memberantas pelaku, 

dan mengurangi kasus pidana jual beli satwa yang dilindungi. 

c. Untuk menjelaskan kendala dan hambatan yang muncul dalam 

upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

mengungkap, memberantas pelaku, dan mengurangi kasus pidana 

jual beli satwa yang dilindungi. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasar pada latar belakang, perumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang hendak dicapai. Maka hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat dalam hal sebagai 

berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk 

mengembangkan wawasan keilmuan umumnya Ilmu Hukum dan 

khususnya hukum pidana. Dalam skripsi saya dapat mempelajari 

terkait upaya kepolisian dalam menindak pelaku tindak pidana jual 

beli satwa yang dilindungi dalam ruang lingkup Kepolisian Daerah 

DIY. 
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b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk 

menambah wawasan keilmuan, khususnya  bagi penulis dan para 

pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan proses 

penanganan terhadap pelaku jual beli satwa yang dilindungi oleh 

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. 

D. Telaah Pustaka 

Adapun penelitian-penelitian yang menjadi inspirasi penulis dalam 

merumuskan permasalahan dalam penelitian ini penulis paparkan dalam 

telaah pustaka. Tujuan dari menelaah pustaka adalah untuk memperdalam 

masalah yang akan diteliti dengan membangun teori serta konsep dan 

menegaskan teori-teori yang telah didapatkan serta mencegah terulangnya 

penelitian terhadap masalah yang sama. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sulistyo Budi Prabowo 

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan 

Satwa Yang dilindungi di Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut Sulistyo 

Budi membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh 

kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dan 

Sulistyo Budi juga mengangkat rumusan masalah nya tentang pelaksanaan 

penegakan hukumnya dan apakah penegakan hukum tersebut sudah sesuai 
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dengan perundang-undangan yang berlaku dan hasil yang diperoleh oleh 

saudara Sulistyo Budi ini juga memperlihatkan bagaimana penegakan 

hukum terhadap para pelaku jual beli satwa yang dilindungi dan juga apa 

yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah DIY dan BKSDA DIY ini ternyata 

sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.6 Adapun  

perbedaannya dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan 

pada upaya yang dilakukan dilakukan oleh Kepolisian Daerah DIY 

mengenai cara menyelidiki dan mengungkap kasus tindak pidana jual beli 

satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana hal 

tersebut dapat terungkap walaupun pelaku melakukan kejahatannya di 

pasar ataupun menyebar di media sosial secara online dengan leluasa. Hal 

tersebut di bahas dalam penelitian penulis secara lebih rinci. Kemudian 

kekurangan yang didapati dalam penelitian ini adalah pembahasan yang 

dijabarkan hanya mengenai pelaksanaan oleh penegak hukum dari sudut 

pandang kacamata hukumnya saja. Sulistyo tidak memberikan informasi 

lebih jelas terkait kejahatan apa saja yang lebih spesifik dari berbagai 

macam bentuk perdagangan satwa yang dilindungi. 

Kedua, penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana 

Terhadap Penyelundupan Satwa yang dilindungi Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati 

dan ekosistemnya” yang ditulis oleh Nabilah Syahni Mahasiswa Ilmu 

                                                 
6  Sulistyo Budi Prabowo “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa 

Yang dilindungi di Yogyakarta” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2018) 
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Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.7 Adapun yang 

diangkat oleh Nabila Syahni dalam rumusan masalahnya ialah mengapa 

banyak perkara yang ditangani oleh BKSDA DIY ternyata tidak sampai 

diproses ke pengadilan,  Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian 

penulis adalah Nabilah mencakupkan pembahasan mengenai perspektif 

hukum dalam Islam dalam Jarimah Ta’zir kemudian menggunakan metode 

pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus sedangkan dalam penelitian 

ini membahas mengenai upaya yang dilakukan dilakukan oleh Kepolisian 

Daerah DIY mengenai cara menyelidiki dan mengungkap kasus tindak 

pidana jual beli satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta 

tanpa menambahkan bahasan dalam perspektif hukum Islam dan metode 

yang digunakan oleh penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yang bersifat deskriptif analitis. Kekurangan dalam penelitian 

nabilah adalah beberapa penulisan sub bab didapati masih terdapat 

kesalahan, kemudian dalam isi pembehasan yang diterangkan tidak 

diberikan informasi berkelanjutan terkait setelah terjadi adanya 

ketidaksampaian perkara pada pengadilan. 

Ketiga, penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana 

Terhadap Pelaku yang Memperniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi 

Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Analisis Putusan 

                                                 
7 Nabila Syahni “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa yang dilindungi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya” Skripsi Sarjana Universitas Islam indonesia (2018) 
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Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor : 651/Pid.sus/2015/PN.stb)” 

yang ditulis oleh M. Ari Anugrah Lubis Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, skripsi tersebut M. 

Ari  berfokus pada Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang 

Memperniagakan Satwa yang Dilindungi dan meninjau atas Putusan 

Pengadilan Negeri Stabat,  adapun rumusan masalah yang diangkat oleh 

M. Ari alam skripsinya ialah bagaimana pengungkapan, proses penegakan 

hukum, dan upaya mengatasi perniagaan paruh burung rangkong sebagai 

satwa yang dilindungi. Perbedaannya dengan penulis dalam skripsi ini 

adalah penulis berfokus pada Upaya Yang dilakukan oleh Kepolisian 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap dan menanggulangi 

kasus Jual Beli satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta 

sementara skripsi yang ditulis oleh M. Ari ini berfokus kepada subjek 

paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi.8 Kekurangan yang 

dapat dilihat dalam penelitian ini adalah hanya terdapat satu permasalahan 

kasus saja yang diangkat dalam Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat 

Register Nomor : 651/Pid.sus/2015/PN.stb yaitu pada terdakwa Zama’as. 

Keempat, penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum 

Perdagangan Ilegal Satwa Liar Non – Endemik Dilindungi di Indonesia” 

yang ditulis oleh Riski Baasty Putri Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas 

                                                 
8 M. Ari Anugrah lubis “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku yang Memperniagakan 

Satwa Liar yang dilindungi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Analisis putusan Pengadilan 

Negeri Stabat Register Nomor: 651/pid.sus/2015/PN.stb)” Skripsi Sarjana Universitas 

Muhammadiyah Sumatera utara (2017) 
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Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Skripsi Riski tersebut 

berfokus kepada Penegakan Hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar 

non endemik di indonesia, perbedaannya dengan penulis dalam skripsi ini 

adalah penulis berfokus pada Upaya Yang dilakukan oleh Kepolisian 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap kasus Jual Beli Satwa 

yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.9 Kekurangan dalam 

penelitian tersebut adalah minimnya pembahasan mengenai satwa liar non-

endemik misalnya seperti jenis-jenis hewan apa saja yang merupakan 

satwa liar non-endemik hal tersebut kurang dijelaskan dalam penelitian 

tersebut. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka Teori adalah sebuah landasan yang disusun untuk 

menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau guna merumuskan 

hipotesis beserta masalah-masalah yang akan diteliti.10 Adapun teori yang 

akan penulis jadikan landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Teori Jual Beli Satwa yang Dilindungi 

Menurut Subekti, perjanjian jual beli adalah perjanjian 

timbal balik di mana para pihak, yaitu penjual bersedia 

menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang, sementara 

                                                 
9  Riski Baasty Putri “Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Non-Endemik    

Dilindungi di Indonesia” Skripsi Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2018) 
10 Gugun El-Guyani, M.H, dkk, Pedomen Penulisan Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah  dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2021), hlm. 

8. 
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pembeli bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalan atas 

barang tersebut.11 Dijelaskan Pasal 1458 KUHPerdata bahwa 

perjanjian jual-beli dinyatakan terjadi ketika penjual dan pembeli 

bersepakat atas barang dan harga yang ditransaksikan. Saat kedua 

belah pihak menyatakan sepakat, maka lahirlah perjanjian yang 

legal. Barang yang menjadi objek perjanjian jual-beli harus 

memenuhi syarat objek perjanjian di antaranya barang tersebut 

dapat diperdagangkan. Pasal 521-523 KUHperdata menerangkan 

kembali lazimnya barang yang digunakan untuk kepentingan 

umum dianggap sebagai barang di luar perdagangan yang tidak 

dapat ditransaksikan. 

Jual beli satwa merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan laju kepunahan yang cepat dari berbagai satwa 

langka tersebut. Satwa memiliki pengertian adalah semua jenis 

sumber daya alam hewani, baik yang hidup didarat maupun diair. 

Satwa yang dilindungi ialah suatu bentuk perlindungan yang tidak 

hanya mencakup terhadap satwa yang masih hidup saja tetapi juga 

mencakup kepada keseluruhan bagian- bagian tubuh yang tidak 

terpisahkan dari satwa tersebut seperti gading dengan gajahnya, 

cula dengan badaknya, harimau dengan kulitnya dan sebagainya. 

Perdagangan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup 

                                                 
11 R. Subekti, Aneka Perjanjian, X (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). hlm. 1 
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maupun yang sudah mati ataupun bagian-bagian tubuhnya adalah 

merupakan suatu tindak pidana.12 

2. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan Hukum merupakan suatu proses untuk 

dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma 

hukum secara nyata sebagai pedoman hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Pentingnya peran penegak hukum 

dalam memberantas suatu tindak pidana adalah berdasarkan konsep 

sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice 

system). Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu 

melibatkan dan mencakup subsistem dengan ruang lingkup 

masing-masing proses peradilan pidana, sebagai berikut : 

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga pemasyarakatan dan 

Pengacara.  

Sementara, menurut Soerjono Soekamto menyebutkan 

penegakan hukum terdapat 5 (lima) faktor yang sangat 

berpengaruh penting dan saling berkaitan dan memiliki arti netral 

sehingga dampak positif ataupun negatif yang ditimbulkan 

tergantung dari tiap-tiap faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum, adalah: 

                                                 
12 M.Ikram Aulia, he Criminal Action Of Storing And Trade In Protected Animals Type Pingolin 

In Aceh (A Research at the Aceh Natural Resources Conservation Center), Jurnal Bidang 

Hukum Pidana 4(2), hlm. 335 
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a. Faktor hukumnya sendiri. 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung. 

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu 

berlaku. 

e. Faktor-faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan 

rasa yang didasari pada karsa manusia di dalam pergaulan 

hidup.13 

Dari kelima faktor tersebut, dikatakan bahwa faktor 

penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh 

di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya hukum di 

masyarakat sangat diwarnai oleh sejauh mana penegak hukum 

melaksanakan kewajiban dalam menerapkan hukum di masyarakat 

secara benar. 

Hal ini juga ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, yang 

menyatakan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia 

didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Karena 

hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya artinya ia tidak mampu 

                                                 
13 Soerjono Soekamto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, ( Jakarta: 

Grafindo Persada, 1993), hlm, 8 
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mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang 

tercantum dalam (peraturan-peraturan).14 

F. Metode Penelitian 

Agar tercapainya tujuan penelitian yang diinginkan, maka penulis 

menggunakan analisa atau konstruksi yang dilakukan secara metodologis 

dengan metode atau cara tertentu, sistematis yang berdasarkan pada suatu 

sistem dan konsisten yang berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan 

dengan suatu kerangka tertentu. 

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan 

sebuah metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan 

metode.15 Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu 

kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki 

tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.16 Dalam penelitian ini penulis 

akan menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mendatangi langsung objeknya, penelitian ini bertujuan untuk 

                                                 
14 Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung : Sinar 

Baru, 2002), hlm, 7 

 
15 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2018), Hlm. 3. 
16 J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 

Hlm. 5. 
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mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, serta memperoleh 

penelitian tentang objek yang akan dibahas.17 Adapun lokasi penelitian 

dilakukan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Balai 

Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,yaitu suatu penelitian yang 

memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan data, kemudian 

dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.18 Dalam hal ini penulis 

mendeskripsikan masalah Pengupayaan apa yang dilakukan oleh 

Kepolisian Daerah DIY dalam mengungkap Jual Beli Satwa yang 

dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris mengkaji produk 

perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau 

implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada 

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian yang menggunakan 

pendekatan normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif 

tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam 

                                                 
17 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), hlm. 3 
18 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granat, 2004). Hlm. 128. 
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masyarakat.19 Dalam penelitian ini penulis mengkaji secara normatif 

bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah DIY dalam 

mengungkap kasus jual beli Satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan data mengikat yang diperlukan 

dalam penelitian. Pada penelitian ini, data primer yang digunakan 

oleh penyusun dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai 

sumber tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini 

diperoleh dari sumber hukum berupa jurnal, buku-buku, artikel 

ilmiah, ataupun karya tulis yang terkait dengan pokok bahasan. 

Bahan-bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yaitu : 

a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana 

                                                 
19 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2004), Hlm. 52 
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b) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 

2) Bahan hukum  sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.20 

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, 

jurnal, data penelitian yang membahas mengenai kasus jual beli 

Satwa yang dilindungi di indonesia.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data diantaranya wawancara dan dokumentasi. 

Wawancara merupakan cara memperoleh data atau informasi 

dengan menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diajukan kepada narasumber (wawancara terstruktur) untuk 

dijawab berdasarkan dengan tujuan penelitian.21 Untuk 

memperkuat data, penulis melakukan wawancara dengan Balai 

Konservasi dan Sumber Daya Alam Yogyakarta yaitu Bapak 

                                                 
20 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), Hlm. 

67-69. 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

hlm. 231 
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Giyono S.H. dan Kepolisian Daerah DIY yaitu IPDA Bambang 

Setiawan S. H. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sebuah teknik mengumpulkan data 

dengan mencari data tentang hal-hal atau variabel berupa dokumen, 

buku koran, buku koran, transkrip dan lain sebagainya.22 Dokumen 

menurut Sugiyono merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.23 Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa  

rekaman suara dan/atau transkrip wawancara. 

6. Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan suatu 

permasalahan berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang 

digunakan oleh penyusun adalah analisis data kualitatif. Analisis 

kualitatif yang dimaksud yaitu dengan mengambil langkah - langkah 

pengumpulan data, kemudian data yang telah terkumpul dalam 

penelitian ini diidentifikasi, dikategorikan dan dianalisis secara 

kualitatif untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran. 

Dari hasil analisis tersebut kemudian kesimpulan akan diambil dalam 

menanggapi masalah yang ada.24 

                                                 
22 Ibid., hlm. 158 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 

240. 
24 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), hlm. 248 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan yang digunakan 

untuk mempermudah dalam menulis skripsi ini agar tidak mengarah pada 

hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. 

Maka, untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai sistematika 

pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan 

sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, menjelaskan gambaran umum penelitian yang 

terdiri dari tujuh sub-pembahasan meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II Membahas mengenai tinjauan umum tentang satwa, yang 

terdiri dari pengertian satwa, hak-hak satwa, jenis-jenis satwa yang 

dilindungi, dasar hukum dan perlindungan hukum terhadap satwa yang 

dilindungi 

Bab III ini penulis akan mendeskripsikan gambaran umum tentang 

kepolisian dan tugas polisi,  tindak pidana, penegakan hukum, dan tindak 

pidana perdagangan satwa yang dilindungi dan kewenangan Kepolisian 

Daerah DIY untuk mengungkap Kasus Jual Beli satwa yang dilindungi. 

Dalam bab ini Penulis juga akan menjabarkan terkait data berupa 
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wawancara dari instansi-instansi yang merupakan data pendukung dari 

penelitian ini. 

Bab IV analisis, bab ini berisi tentang analisis dari penulis tekait 

data yang sudah dikelola oleh penulis pada bab-bab sebelumnya termasuk 

analisis penulis mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh Kepolisian 

Daerah DIY dalam mengungkap beberapa kasus dalam rentan waktu tahun 

2020-2023 dan langkah pencegahan serta tindakan hukum apa saja yang 

sudah dilakukan oleh Kepolisian Daerah DIY dalam mengungkap kasus 

Jual Beli Satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Bab V penutup, berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang 

telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya serta menyampaikan 

saran-saran yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang akan penulis 

temukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Balai 

Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dalam berupaya untuk 

mengungkap kasus tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi. 

Peran kedua lembaga ini sangat sentral dalam mensosialisasikan 

mengenai perlindungan, dan penindakan terhadap satwa. Selain 

sosialisasi, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Balai 

Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta juga memberikan 

pengarahan kepada pedagang di pasar hewan untuk tidak 

memperjual belikan satwa yang dilindungi. Sampai saat ini, sudah 14 

kasus ditangani oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 

melalui Direktorat reserse Kriminal Khusus untuk mengungkap 

kasus jual beli satwa yang dilindungi, dan membuahkan hasil yang 

signifikan bagi pengungkapan kasus jual beli satwa yang dilindungi. 

2. Dalam Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 

memberantas pelaku dan mengurangi kasus tindak pidana jual beli 

satwa yang dilindungi, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 

melakukan patroli di media sosial dengan dan datang langsung ke 

pasar untuk melihat langsung jual beli satwa di pasar. Dalam 

melakukan patroli ini, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 

bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk 
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memberantas dan mengurangi kasus tindak pidana jual beli satwa 

yang dilindungi. 

B. Saran 

Setelah pembahasan tentang upaya pengungkapan dan penegakkan 

hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. 

Namun, para peneliti dapat memberikan saran yang akan bermanfaat. 

Adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Petugas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterjunkan 

ke lapangan perlu memahami dan mengetahui jenis-jenis satwa yang 

dilindungi lebih banyak, supaya ketika menemukan pelaku yang 

teridentifikasi memperjualbelikan satwa yang dapat dengan mudah 

langsung ditangkap, dan pelaku menjadi khawatir dan takut 

berkeliaran di lapangan. 

2. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam Yogyakarta harus membentuk tim cyber untuk 

berpatroli di media sosial, sehingga kendala yang dialami dalam 

melacak pelaku yang melakukan perdagangan satwa melalui media 

sosial bisa dilacak secepat mungkin oleh tim cyber. 

3. Perlunya Kepolisian Ditreskrimsus Kepolisian Daerah DIY sebagai 

yang berwenang untuk melakukan upaya pengawasan yang masif 

melalui Patroli dan Operasi secara rutin agar tidak ada lagi kasus jual 

beli satwa yang dilindungi. 
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